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PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut’ah,

hak asuh anak dan nafkah anak antara:

-----------PENGGUGAT----------, NIK.XXXXXXXXXXXX,  tempat dan

tanggal lahir  Nunukan,  7  Juni  1994, agama Islam,

pendidikan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  pekerjaan

mengurus  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  Jalan

Lumba-Lumba,  RT.19,  Nunukan  Timur,  Kecamatan

Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik

pada  e-mail:  qilahdila@gmail.com,  Nomor

HP.085333928560;

Penggugat;

Lawan
-----------TERGUGAT-------------, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Tarakan,

2 Februari 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar

(SD),  pekerjaan  wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Jalan

Porsas,  RT.18,  Kelurahan   Nunukan  Timur,  Kecamatan

Nunukan,  Kabupaten  Nunukan,  Nomor  HP:

081254208211;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

 Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2024

yang didaftarkan  secara  elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Nunukan dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 14 Oktober

SALINAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20  Mei  2016, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Nunukan,  sebagaimana

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 23

Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

dirumah   kediaman Penggugat di  Jalan  Lumba-Lumba, RT 19, Nunukan

Timur,  Kecamatan  Nunukan, Kabupaten  Nunukan
 

selama  8  tahun  dan

sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

a. -----------------ANAK  1------------,  lahir  di  Nunukan,  08  November

2016;

b. --------------ANAK 2---------------, lahir di Nunukan, 17 Agustus 2024;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa  Tergugat  tidak  memperhatikan  Penggugat  dan  anak-

anaknya;

b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepadan

Penggugat;

c. Bahwa Tergugat  menuduh  Penggugat  berselingkuh  tanpa  bukti

yang jelas;

d. Bahwa Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret

2024 Penggugat dan Tergugat terus cekcok secara terus menerus karena

masalah  ekonomi  Tergugat  tidak  mau  memberikan  nafkah  lahir  kepada

Penggugat (Pelit) atas kejadian tersebut diatas Tergugat meninggal rumah

kediaman bersama sampai hari ini;

5. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  selama  6  bulan

berturut-turut;

6. Bahwa  Tergugat  tidak  memberikan  Nafkah  lahir  dan  batin  selama  6

bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk membantu memperbaiki

tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat karena Tergugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 7 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

memiliki i’tikat baik untuk memperbaiki rumah tangga;

8. Bahwa  oleh  karena  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut  di atas masih di bawah umur bernama  -----------ANAK

1--------------- dan --------------ANAK 2--------------- maka Penggugat mohon

ditetapkan sebagai                                     pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas

anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;  

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan

biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp.500.000 dan

kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya

per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima

ratus  ribu  rupiah).  Oleh  karena itu,  Penggugat  mohon  agar  Tergugat

dihukum untuk  memberikan  nafkah  untuk anak-anak tersebut per bulan

yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai

anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan  5 (lima) sampai

dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan

kesehatan;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wirswasta dengan

penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000, maka jika terjadi perceraian

Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama

masa iddah sejumlah Rp 2.000.000 dan mut’ah berupa uang sejumlah

Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil  Akta

Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang

nafkah  iddah, mut’ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar

Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk

menahan  Akta  Cerai atas  nama  Tergugat  sampai  dengan  Tergugat

memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;
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Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Nunukan  cq. Hakim  agar memeriksa dan mengadili, serta

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----------

TERGUGAT-------------) terhadap Penggugat  (-----------

PENGGUGAT----------);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk

menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi

diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak

yang bernama --------------ANAK 1--------------, lahir di Malinau, 03 April 2017,

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

dua anak tersebut;

6. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas

sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang

diberikan  melalui  Penggugat  terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima)

sampai  dengan  10  (sepuluh)  persen  setiap  tahunnya  di luar  biaya

pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang  berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

et  bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Disclaimer
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(relaas)  Nomor  XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk  tanggal  16  Oktober  2024  yang

dibacakan  di persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

melalui mekanisme panggilan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa

tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya  atas  pertanyaan  Hakim,  Penggugat menyatakan

telah rukun kembali dengan Tergugat dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 16 Oktober 2024  yang dibacakan di

persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  melalui  surat

tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  karena  pencabutan  perkara  tersebut  dilakukan

Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya

sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  pernyataan  Penggugat  mencabut  gugatannya

sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan,  maka dengan menunjuk

pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009, maka

ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272

Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus

ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
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perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1.........................................................................................Mengabulkan

permohonan  Penggugat  mencabut  gugatannya  dalam  perkara Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 14 Oktober 2024;

2........................................................................................................................

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama  Nunukan,  untuk mencatat

pencabutan tersebut dalam register perkara;

3........................................................................................................................

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari  Rabu  tanggal  23 Oktober  2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 20 Rabi’ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Zuhriah, S.H.I.,

M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan

Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  06/KMA/HK.05/1/2019  tentang

Dispensasi/  Izin  Sidang  dengan  Hakim  Tunggal  dan  penetapan  tersebut

diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan  disampaikan  kepada

Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari itu juga oleh

Zuhriah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dewi Nurawati,

S.H,  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  secara

elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,
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ttd Ttd

Dewi Nurawati, S.H. Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 10.000,00

4. Biaya Meterai : Rp.           10.000,00  

Jumlah : Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 23 Oktober 2024
Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


